
BUPATI BUTON

PROVTNSI SULAWESI TENGGARA

PERATUKAN DAEKAH KABUPATEN BUTON

NOMOR *L TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMER1NTAH

KABUPATEN BUTON SEBAGAI DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu
mengatur urusan peraenntahan yang menjadi kewenangan
Pemerintaii Kabupaten Buton berdasarkan pembagian dan

pelimpahan kckuasaan pemerintahan scsuai kctcntuan
peraturan perundang-undangan, dan sesuai karakteristik
daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali d.ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-L

*

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Oloiiom perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalani huiuf a, perlu mcmbentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Buton tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai
Daerah Otonom;












































































